
 
 

PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN 

PERSEROAN DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN 
USAHA MILIK DAERAH GUNA MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 

DISERTASI 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Mengikuti Ujian Disertasi Terbuka  

 

 

Oleh: 

 

Maria Fransiska Owa 

NPM 9051901006 

 

 

Promotor:  

Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M. 

 

Ko-Promotor:  

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 

 
 

PROGRAM STUDI HUKUM  

PROGRAM DOKTOR  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  

BANDUNG  

2024 

 



i 
 

PERNYATAAN 
 
 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut: 
 
 

Nama    : Maria Fransiska Owa 
Nomor Pokok Mahasiswa  : 9051901006 

Program Studi  Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan 
 

Menyatakan bahwa Disertasi  dengan judul: 
 

PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN 

DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN USAHA MILIK DAERAH 

GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 
adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya 

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
 

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain 

berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, 
dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik 
yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan. 

 
Dinyatakan : di Bandung 

Tanggal : 13 Januari  2024 
 
Materai   
Rp10.000,- 

 
Maria Fransiska Owa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN 

DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN USAHA MILIK DAERAH 

GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  

 

 

 

Oleh: 

Maria Fransiska Owa 

9051901006 

 

Disetujui Untuk Diajukan Ujian Disertasi Terbuka pada Hari/Tanggal: 

Sabtu, 13 Januari 2024 

 

 

Promotor: 

 
Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M. 

 

 

Ko-Promotor: 

 
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM  

PROGRAM DOKTOR  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

BANDUNG  

JANUARI, 2024 

 



iii 
 

PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN 

DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN USAHA MILIK DAERAH 

GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  

 

Maria Fransiska Owa (NPM 9051901006) 

Promotor: Prof. Dr.Dr.Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M. 

Ko-Promotor: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 

Doktor Ilmu Hukum  

Bandung  

Januari 2024 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah mengapa terjadi ambiguitas 

dalam pembentukan dan pendirian Perseroda sebagai entitas bisnis BUMD dan 
menemukan bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang berguna 
mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah.  

Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian harmoisasi dan sinkronisasi 

peraturan hukum yaitu mencari dan menemukan konsistensi vertikal dan koherensi 
horisontal asas hukum, kaidah hukum, serta aturan hukum melalui pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan  konsep, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah 

dan pendekatan analitis dalam ilmu hukum normatif. Data hasil penelitian diolah 
dengan melakukan sistematisasi bahan hukum. Metode analisis data dilakukan secara 

normatif memakai logika berpikir deduktif dengan menggunakan metode penafsiran 
hukum.  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa ambiguitas bentuk hukum Perseroda 

terjadi karena adanya ketidakjelasan pengaturan kedudukan hukum Perseroda dimana 
pada satu sisi berada pada ranah hukum publik dan sisi yang lain berada pada ranah 

hukum privat yang menyebabkan tidak mandirinya Perseroda sebagai badan usaha 
yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian bentuk penataan ulang 
kedudukan hukum Perseroda yang dilakukan adalah mentransformasikan pengelolaan 

dan pengendalilan publik mengikuti pengelolaan dan pengendalian privat sesuai 
Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berlandasakan kepada Prinsip-Prinsip 

Pengelolaan Perusahaan Yang Baik. Oleh karenanya harus dibentuk peraturan yang 
khusus mengatur Perseroda sebagai entitas bisnis sehingga eksistensi Perseroda 
sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dapat mendatangkan 

kemanfataan yaitu berupa kegiatan bisnis yang menopang usaha kecil dan menengah 
di daerah, menjadi penggerak kegiatan usaha yang belum diminati pihak swasta, 

memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, perluasan lapangan 
kerja dan terutama deviden Perseroda sebagai sumber PAD yang dapat digunakan 
daerah sebagai sumber dana bagi peningkatan kesejahteraan sosial di daerah, yaitu 

mewujudkan pemenuhan kebutuhan materi warga masyarakat, pemenuhan kehidupan 
yang layak, mampu mengembangkan potensi diri serta dapat menjalankan fungsi 

kemasyarakatannya. 
Kata Kunci: Penataan Ulang, Perusahaan Perseroan Daerah, Kesejahteraan Sosial. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to answer the problem of why there is ambiguity in the 
formation and establishment of Perseroda (Regional Limited Liability Company) as a 
BUMD (Regional Owned Enterprises) business entity and to find a form of 

restructuring Perseroda's legal position that is useful for realizing social welfare in 
the region. 

This research is descriptive legal research, using normative juridical research 
methods with the type of research harmonization and synchronization of legal 
regulations, namely searching for and finding vertical consistency and horizontal 

coherence of legal principles, legal rules, and legal rules through a legislative 
approach, a conceptual approach, a philosophical approach, a historical approach, 

and an analytical approach in normative legal science. Research data is processed 
by systematizing legal materials. The data analysis method is carried out normatively 
using deductive logical thinking and legal interpretation methods. 

The research results show that the ambiguity of Perseroda's legal form occurs 
due to the unclear regulation of Perseroda's legal position, where on the one hand it 

is in the realm of public law and on the other hand it is in the realm of private law, 
which causes Perseroda to be less independent as a business entity in the form of a 
Limited Liability Company. Thus, the form of restructuring of Perseroda's legal 

position is to transform public management and control to follow private 
management and control in accordance with the Limited Liability Company Law and 

is based on the Principles of Good Company Management. Therefore, regulations 
must be formed that specifically regulate Perseroda as a business entity so that the 
existence of Perseroda as a business entity established by the regional government 

can bring benefits, namely in the form of business activities that support small and 
medium enterprises in the region, become a driver of business activities that are not 

yet in demand by the private sector, motivate community to be involved in economic 
activities, expanding employment opportunities and especially Perseroda dividends 
as a source of PAD (Locally Generated Revenue) which can be used by the region as 

a source of funds to improve social welfare in the region, namely realizing the 
fulfillment of the material needs of community members, fulfilling a decent life, being 

able to develop one's potential and being able to carry out its social functions. 
Keywords: reorganization, regional companies, social welfare. 
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